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PERATURAN DAERAH KARUPATEN SIAK
NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang ; a. bshwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
vang merupakan salah satu sumber Pendapatan Dacrah
yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah
Daersh serta mempedomant ketentuan pada BAB VII
penetapan pada muatan vang diatur dalam Pemerintah
Daerah fentang Retribusi dalam Pasal 156 ayat (1)
fletribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b, balwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandinian daerah, perlu dilakukan
perluasan obyvek Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah serta
pemberian diskresi dalam penetapan tarif yang salah
samnya adalah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan
dimaksud dalam huruf a dan huref b perlu membenink
peraturan daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor & Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambzhan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3200,




Undang-Undang Nomer 33 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Easbupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,Kabupaten Siak, Kabupaten
Earimun, Kabupaten Matung, Kabupaten Kuatan Singingi
dan Kotz Batam (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran MWegara
Womor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2003 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Momor 31, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor4274);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peramuran Perundang-undangan (Lembaran
Mepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanpg
Pemerintah Draerah {(Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebapaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Womor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008
Womor 59, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indoncsia Nomor 4844},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kevangan Antara Pemerimtahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Mormor 443 8);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
[acrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republile
Indonesia Tabun 2009 Momor 130, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5049);



7. Pematuran Pemerintabh Nomor T8 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyclengaaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negam Republik
Indoncsta Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
MWegara Republik Indonesia Nomor 4593 ),

8,  Keputusan Menten Dalam Neperi Mommor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman dan Tata Cara Pemunggutan Retribusi
Dacrah;

¥, Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 175 Tahun 1997
tentane Pedoman dan Tata Cara Pemenksaan di Bidang
Retribusi Dacrah;

10, Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Fetribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

11. Keputusan Menteri Pekegaan Umuem Nomor 441 Tahun
2000 ientang Ketentuan Teknis Penanggulangan
iCehakaran pada gedung,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALATPEMADAM KEBAKARAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasgal 1
Dralam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kabupaten Siak.
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2. Pemerimtahan Dacrah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantian
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsia Tahun | 045,

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disebut DPRTY adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerzh,

4. KepalaDaerah adalah Bupati Siak,

3. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk dan diberikan tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

6. KasDaerah adalah Kas Dacrah Kabupaten Siak,

7. Pemecgang Kasadalah pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang discrahi tugas
melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam tangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) disetizp unit kerja penggunaan
anggaran.

8. Jasa adalsh kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan serta

fasilitas atay kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati olch orang pribadi
atau Badan.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnys disebut Retribusi adalah pungutan dagrah
sebagai pembayaran atas Jjasa atau pemberian lain terientu yang khusys
discdiakan atau diberikan oleh Pemerintalan Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

10. Retribusi Jasa Umum adalal retribusi jasa vang disediakan atag diberikan oleh
Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umurm serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,

11. Retribusi Pemcriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah retribusi atas Jasa
pemeriksaan atau pengujian slat pemadam kebakaran dan sejenisnya yang
khumlsdiscdiﬂk.undandibermﬂnu!ehPr:mm-jntﬂhDa:mh.

12. Masa Retribusi adalah | (Satu) tehun yang merupakan batas waly bagi Wajib
Betribusi dalam memanfaatkan jasa Pemerintah Dacrah,
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id,

13,

17,

18,

19,

21.

22,

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat
pemadam kebakaran yang disediakan atau diberikan dan dilaksanakan
Pemerintah Dacrah uniuk tujuan kepentingan serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Subjek Retnbusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan atau
memanfaatkan pelayanan pemerikszan dan pengujizn alat pemadam
kchakaran,

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi
atau badan yang diwapibkan membayar retribusi atas jasa penyelenggaraan
pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran,

Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung
besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api,

Hydrant adalah pompa air yang digunekan dengan cara menyedol sumber air
dan discmprotkan kesumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.

Sprinkler adalah alat pendektcksi dan pencegah kebakaran secara dini
berdasarkan detcksi asap atau api dalam bangunan atau gedung serta bekerja
secard otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air.

Sprinkler Otomatis adalah suate sistem pemancar air yang bekerja secara
otomatis bilamana temperatur reangan mencapai subhu tertentu.

Smoke Detektor adalah alat untuk mendeteks asap pada awal kebakaran vang
dapat menphidupkan alarm dalam suatu system,

Head Detector adalah suatu alat vang berfungsi untuk mendeteksi adanya
suatu kebakaran.

Break Gelss adalabh pendeteksi dan pencegah kabakaran secara dini
berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja
secara tnanual dengan menyemprotkan gas dan air saat terjadinya kebakaran.

Alarm adalah suatu alat untuk memberitahukan tegjadinya kebakaran tingkat
awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran
olornatis.
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24. Lampu Indikator adalah suaty alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya
kebakaran yang menunjukkan kearah mana sescorang mclangkah saat
tecjadinya kebakaran,

23, Seamese Conection adalah suaty alat yang menghubungkan antara hydrant
dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadinya
kebakaran.

26. Kendaraan Bermotor Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atay
lebih seperti angkutan mobil penumpang umuen, mobil bus umom, mobil bus
khusus, mobil pickup, mobil truck wmum dan tidak umum, mabil tangki
BBM/CPOYgas dan mobil taxi yang dipunakan untuk usaha,

27, Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran adalah sarana dan Prasirang yang
teTpasang pada sctiap bangunan atau gedung dan metupakan bagian dari
bagunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan pedung
itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti hydramt box, hydrant
halaman, sprinkler, smoke detector, break glass, alarm, lamp indicator, tangga
darurat pintu penyclamat dan alat-alat pendukung proteksi penanggulangan
kebakaran lainnya.

28, Surat Setoran Retribusi Dacrah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran  atau
penyeloran retribusi yang terutang ke Kas Dacrah atay keempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

29, Sumt Ketetapan Retribusi Daerah {SKRD) adalah surat keputusan yang
menentukan besarmya jumiab retribusi yang terutang.\

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjuimya disebut SKRD adalah surat
unfuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
atau denda.

31. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah bukt pembayaran yang dilakukan
Wajib Retribusi yang memuat besarnya tarif retribusi, masa retribusi, nama
petugas/pemungut, nomor urut dan nomor seri yang telah diporporasi/leges
oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendapatan Daerah,

iz Pmtﬁksaanain!ahmgkniunkegiatununnﬂnmmmﬁ,mengumpulkandan
mengolah data dan atag keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah.




33, Pengawasan Teknis adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data serta ketcrangan lainnya dalam rangka
kclancaran pencrimaan retnbusi pemeriksaan alat pemadam  kebakaran
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlako.

34, Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkeian tidakan
vang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Meper Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK, SURBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pagal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran dipungut retnibusi
schagal pembayaran atas jasa pelayanan pemerikSnan danfatal pengujian alat
pemadam kebakaran, alat penangerolangan kebakaran, dan alat penyvelamatan jiwa
oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kcbakaran, alat
penangguiangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa vang dimiliki danfatau
dipergunakan oleth masyarakat.

BAR I
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Objek Retrbusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kcbakaran adalah pelayanan
pemeriksaan dan‘atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penangpulangan
kebakaran, dan alat penyclamatan jiwa oleh Pemerintah Dacrah terhadap alat-alat
pemadam kebakaran, alat penanggrulangan kebakaran, dan alat penyeiamatan jiwa
yang dimiliki dan/atau dipergunakan olch masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa
pemeriksaan alat pemadam kebakaran serfa jasa pelayanan perizinan yang
dikcluarkan olch Pemerintah Daerah.
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Pasal 5
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peratypan Daerah

mi diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan yang tercantum dalam
Pasal 4 kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUST
Pasal 6
Retribusi Perneriksaan Alat Pemadam Kebakaran termazuk Bolongan Retribusi
Jasa Umnum,
BAB Y
TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

(1) Struktur tarif digolongan berdasarkan Jeniz dan whuran alat pemadam
kebakaran,

{2) Strukturdan besarmya retribusi pemeriksaan rmeun api pertahun terhadap ;

i Bangunan, mang, kendaraan angkutan bermotor rods empat alay lebih
dan kendaraan angkutan air:

Mo Ukuras Tabung Tarifi Tabung
I Jracun api ukuran 1-2 kg Rp, 7.000.-
d I'ran:un api thuran 2.5-4,5 Ka Ep. 10.000,
3 |ra|:|u|1 api ukuran 5 9 Kg Ep, 12,000
4 lm:url pi ukuran ¥ Kg atan lebil Rp. 25000,




(3} Strukwur dan besamya reinbusi pemeriksaan hydrant halaman dan gedung

pertahun ;
Bewrmya Tard
M Hydmani Falapsan Hhdrani Bl Remibizs Hydrmt
i Tilik
L= Sriah Lz Jumioh | Hilmen | Gedng |
T _ _ [ [Rp}
1 [i=deonn L Tiik |1 ' 600 KD 1Titk | 75.000. | 25000-
2| 800BE | Tind || ich S00F M2 1 Thuk 75000 | 454000-
1 [t = 500 M st | Tkl J1 i | 06H) b2 I Tizk 75,000, | 45000- |

(4) Struktur dan besamya retribusi pemeriksaan alat proteksi penanggulangan
kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertabun sebagai berikut ;

No AlatProteksi Penunggulangan Tarif (Rp)VTitik
Kebakaran
1 jumlah sprinler 4 m x m Rp 45.004.-
2 smoke defector Ep. 3.000,-
3 head detector Ep.  3.000,.-
4 break glass Ep. 15.000,-
b Alarm Rp. 15.0040,-
& lampu indicator Rp. | 5.0040,-
7 scamase conection Ep. 15.000,-
BAB V1
PRINSIP DAN SASARAN PENETAFPAN
TARIF RETRIBUSI
Pazal 8

(1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarf Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan
jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efekuivitas
pengendalian atas pelayanan terschut.
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(1} Biaya schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput biava operasi dan
pemeliharaan, biayva bunga, dan biaya modal.

(2) Dalamhal penctapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,
penctapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya,

Pasal 9
(1) Tanif Retribusi ditinjaw kembali paling lama 3 {tiga) tahun sekalj,

(2) Peninjauan tarif Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perckonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sehagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetaphan
dengan Peraturan Kepala Dacrsh,

{4} Penctapan tanf Retribusi schagaimana dimaksud pada ayat(3) Kepala Daerah
terlebih dahuly berkonsultasi denpan DPRD.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

(1} Pencntwan pembayatan retribusi dilakukan pada waktu dan tcmpat
pembayaran yang telah ditentukan dalam surat Ketetapan Retribusi Dacrah
[SKRD),

(2) Tempat pembayaran retribusi sebagzimana dimaksud pada ayat { 1) dapat
dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak ataw melalui Bendahars
Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Siak/Pembantu Bendahara Pencrimaan Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kevangan dan Aset Daerah
Kabupaten Siak atau tempat Jain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang
sclanjutnya disetorkan ke Kas Dacrah selambat-lambatnya 1 x 24 jam,
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() Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya
disertal dengan lampiran ;
2. keadaan kewangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga
vang berwenang;dan
b, hesarnyaretribusi yang terutang,

(6) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuwangan dan Aset Daerah
Rabupaten Siak dapat memberikan persctujuan paling lama 2 {dua) bulan
sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan:

. angsuran pembayaran retnibusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak
dikeluarkan persenyjuan;dan

b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 {dua) bulan scjak
dikeluarkan persetujuan,

{7} Apabila lewat waktu 2 {dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Kewangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak tidak memberi keputusan
permohonan Wajib Retribusi diangeap dikabulkan.

BAE VIII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunasn jasa retribusi berdasarkan jumlah dan jenis
alat pemadam kebakaran,

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Siak.

BABX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

{1} Masa Retnbusi adalah jangka wakiu | {satu) tahun sebagai dasar untuk
menetapkan besamya refribusi terutang.

11



e

(1} Retribusi terutang terjadi pada saal diterbitkan Surat Ketetapan Retribuysi
Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamalkan.

BAB X1
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pazal 14

{n Pemungutan retribys; tidak dapat dialihkan kepada pihak
ketiga/diborongkan,

{2} Retribusi dipungut dengan mengunakan Surat Kctetapan Retribysii Daerah
(SKRD)atau Dokumen lain yang dipersamakan,

{3)  Retribusi yang dipungut disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain vang
ditunjuk.
BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
{1} Pr:ml:m:,-amnrctrjhusidilah.lkansu:amtunaLqunns_
(2} Pembayaran retribus sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda
bukti pembayaran.

(3}  Bentuk, isi, kwitansi, ukuran, buku, dan tanda buky pemibayaran retribus
ditetapkan oleh Kepala Dagrah atay Pejabat Jain yang ditunjuk,

Pasal 16
{1} Pembayaran retribusi dengan mengunakan SKRD dilakukan di Kas Daerah

atau tempat fain yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah sesyai waktu yang
ditentukan.

12




{2) Apabila pembayaran retnibusi dilakukan setelah batas wakt yang ditenmukan

(1

(2)

(3

{n

(1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administcasi
berupa denda schesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD aleh
Kepala Dacrah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XINT
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pazal 17

Wajib Retribusi harus mengajukan permobonan secara tertulis kepada
Kepala Duaerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi,

Alas dasar pormohonan sebagaimana dimaksud peda ayat (1), kelehihan
pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahuly dengan
hutang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepalz Daerah
atau Pejabat vang ditunjuk.

Atas permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak atas
kelebthan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran
retribusi selanjutnya.

Pasal 1B

Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan perhitungan dimaksud dalam Pasal 16, diterhitkan SKRDLE
paling lambat 2 {dua) bulan sejak diterimanya permohionan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi.

Kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 {dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.

Pasal 19

Pengembalian kelebihan schagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perturan
daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemerintsh Membayar
Kelebihan Retribusi,
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(2)  Atag perhitungan sehapaimana dimaksud pada ayat (1), diterhitkan bkt
pemindah bukuan vang berlakuy Juga sebagai bukti pembayaran,

BAB X1V
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 20

Instansi pemuneut adalalh olch Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak
alau Instansi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
SANKST ADMINISTRASI

Pnsal 21

Dalam hal wajib retribysi tidak membayar tepat pada waktunys atay kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% {dua peréeratus) setiap
bulan dari retribus yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Dacraly {5TRD),

BAB XV1
TATA CARA PENAGIT HAN

Pasal 22
(1) Pengeluaran surat leguran'peringatan'surat lajn YANg sejenis sehagai awa
tindakan penagiban retribusi dikeluarkan setelah 7 (fwjub} hari kerja sejak
jﬂ!uhmnpupmhuya[‘a.n-
(2) Dalam jangka wakiu 7 (twjuh} hari kerja  sctelah tanggal surat
teguman/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi hans melunasi
retribusi yang terutang,

{3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala
Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
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(1)

{2)

{3)

(1)

(2)

£3)

(4}

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi

Pengurusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.

Tata cara pengurangan, kernganan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Hak untuk meclakukan penagihan retrbusi menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka 3 (tiga) tahun techitung sejak saat terutangnya retrbusi
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi,

Kadaluwarsa penagihan reriibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangeuh jika

a.  ditcrbikan surat toguran; dan/atan

b, ada pengakuan utang retribusi dari wajib reinbusi baik langsung
mawpun tidak langsung,

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf 4, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya sumt
Teguran terschut,

Penpgakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
{2y huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadaran dengan menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
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BAB XIX
TATA CARA PENGHAPISAN FIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 25

(1} Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena ha melakykan
purmgihansudahkada]uwarsadapmdihapua_

{2} Kcepala Daerah dapat menetapkan keputusan penghapusan piutang retribus;
¥ang sudah kadaluwarss sebagaimana dimaksud padaayat(]).

(3) Tata cars Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diaur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX
FELAYANAN KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah memberikan pelavanan jasa dalam hat
a. pemeriksaan alat pemadam kebakarn dilakukan minimal & fenam) bulan
sekali dan maksimal 1 (satu) tahun sekali: dan

b pemeriksaan dan atay pengujian terhadap alat-alat Pemadam kebakaran
pada setiap bangunap umurm, bangunan gedung dan pelayanan pemberiaan
izin bangunan, izin lempat wsaha dan izin trayek kendaraan bermotor.

Pasal 27
(1) Mntpemud&mkebakaranhf:mpamcunapi urdjibdiseﬂjsl:anpadaseﬁap:
4. bangunan gedung dan bangunan umum, flat‘apartemen dan bangunan
lainnya;atay
b. kendaraan bermotor umuysn roda cmpat atau lebih,

{(2)  Tenis dan ukuran isi tabung racun api yang dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dalam Pasal 8 pada Peratyran Daerah ini,
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Pazal 28

(1} ﬁt proteksi penanggulangan kebakaran wajib dipasang dan dibangun
al
a. pusal perbelanjaan plaza, mall, hotel, bangunan gedung perkantoran dan
pertokoan serta tempat-tempat hiburan;atay
b bangunan industri dan pabrik serta bangunan yang memiliki ketinggian
diatas 14 M atau bangunan bertingkat 4 {empat) atau lebih,

(2)  Jenis alat proteksi penanggulangan kebakaran schagaimana terschut pada
ayat (1) ditetapkan dengan standar yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pemnilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada
petugas kantor pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tupas
pemeriksaan alat proteksi penaggulangan kebakaran pada bangunan pada saat
bertugas unhuk menanggulangi kebakaran,

Pasal 30

Pemerintah Dacrah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat
menimbulkan bahaya kebakaran pada banpunan/gedung dan kendaraan bermotor
roda empat ataun febih

BAR XX1
PFENYIDIKAN

Pasai 31

{1} Pcjabat Pegawai Megeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diben wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sehagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hulum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat vang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
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(4}

menerima, mencari, mengumpulkan, dan mencliti keterangan  atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atan Badan tentang kebenaran perbuatin vang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Dacrah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubunpan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkensan denpan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;
melakukan pengpeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokurnen lain, serta melakukan penyitaan terhadap hahan
bukti tersebut;

meminia bantean tenaga shli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Reteibusi Daerah;

menyuruh berhenti dan‘atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau temnpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerksa
identitas orang, benda, dan‘atau dokumen yang dibawa;

memaotret sescorang yang berkaitan denpan tindak pidana Retribusi
Daerah;

memanggil orang untuk didcnlgar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancacan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XXII
KETENTUAN PFIDANA

Pasal 32
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mierugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atay
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang bayar.
{2) Tindak pidana sebagaimanadimaksud padaayat (1) adalsh pelanggaran.
Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) merupakan pencrimaan
dacrah,

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Dacrah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaky,

Fasal 35
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Dacrah Kabupaten

Siak Nomor 13 Tabun 2006 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Daerah ini berlaku scjak tanggal divndangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Siak,
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